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Menimbang

Mengingat

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan

Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan

kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangs dan

bernegara dipandang perlu melakukan stmtegi serta mendukung keberadaan

Taman Penitipan anak (fPA), Kelompok Bermain (KOBER), dan satuan PAUD

seienis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan'

b. Bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
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Pemerintah/Permen Nomor 77 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan Pendidikan.

c. Bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang Pendidikan Luar Sekolah

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal, 27 Februari 2016 dan
s-varat-s.varat penyelenggaraan sesuai ketentuan .vang berlaku, maka dipandang
perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia

Dini Nonformal dan Informal (PAUDND kepada PAUD' EBENHAEZER ".
d. Bahwa berdasarkan peitimbangan sebagaimai'ia dimaksi;d daiam hi;i-uf a, hui-uf

b, dan huruf c, diberikan izin operasional tentang perryelenggaraan PAUD dengan

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Sumba T'imur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan
yang berlaku.

i. ijnciang-unciang Nomor 20 Tahun 2003 teniang Sistem Penciiciikan Nasionai.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak'
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang

Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anaka Usia Dini dan Nonformal serta
Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan
Pendidikan Informal.

4- Keputusan Preslden Nomor 5/M Tahun 2012 tentang pengangkatan Direktur
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;

5. Peiatiiran i"ientei'i Keuairgan iiomor 8iiPniK.A5i^Afi ten'rang Beiai-'ja Bantijan

Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kel-ruda.vaan Nomor 24 Tahun 2013 tenlang

Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Ren,ana Strategis (Renstra) Depaitemen Pendi'iikan iiasionai -r ahun 20i0-20i4;

PEMERINTAH KABUPATEITI SUM BA TIMUR
DINAS PENDIDII"AN P=i{UDA DAH OI.AHRAGA
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Memperhatikan :

Menetapkan :

Pertama :

Kedua

Ketiga

Keempat

Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan Kelompok Pendidikan Anak
l-fsla Dini (PAUD) ' EBENIIA-EZER " Nc,mor:0uPAUD-EtrenhaezerllU20L6 tanggal
17 Februari 2016, perihal Izin Operasional Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini.
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Memberlkan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal

dan Infonnal ( PAUDNI ) KePada :

NamaLembaga/KOBER :'EBEI{HAEZER"
Alamat : Tana Miting RT. 04 RW- 02 Dtrstrn Lata Lanyir

Desa : Kukitalu
Kecamatan : Tabundung
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1. Camat Tabundung
2. Bunda PAUD Kecamatan Tabundung
3. Kepala Desa Kukitalu
4. Bunda PAUD Desa Kukitalu

Penanggungjawab : Kepala Desa Kukitalu

Pengelola : Arab Djati Wadja

Sekretaris : Naomi Mbitu Atadjawa

Bendahara : Yohanis Mila Ara

Pendidik r 1. Yohanis Mila Ara
.) NI.nrYri Mhitr r Aferii:rer>, rv,Lv , rlvvJe're

Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal
7 Maret 2016 samnai denoan 7 Maret 2020.
Penyelenggara/pengelota I

a. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan
ila5yaraiGi iei'SeDijt SegeiiliKiai-r aupa SEali,igga udpaiL rrlerrrcllulll lull95r susldl

terhadap masyarakat.
b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukari

kemudian.
c. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan'

Keputusan ini ciinyaiaion muiai ireriaku sejak ianggai ciitetapion ciengan ketentuan

segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya.

Ditetapkan di ! SraingaPu
Pada Tanggal : 7 Maret 2016
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Tembusan disampaikan dengan hormat,
Kepada :

1. Bupati Sumba Timur di WaingaPu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

rt uvfl r5r rr r t ul l\uPdl lg
3. CamatTabundung
4. Kepala Desa Kukitalu
5. Arsio.

IIIP. 19630622199503 1003

Pendidikan


